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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG 
NOMOR 12 TAHlJN 1999 SERI C NOMOR I 

PFIUTH~AN D/\.ERAU f<A8l 1PATF,N DAF:RAH TINGKAT Ii PFM \LAM, 

NOMOR 13 TAHliN 1999 

TENTANG 

RENCANA TAT:\ Rl'ANG DAEl{AH PANT.\I 

h.AIH1PATtN DAERAH T!NGi\.AT ii PFMAL\N(~ 

0ENGA!\' R\ili\1,\T TlllL\N YANG !\1 \HA ESA 

IHJPATI KEPALA DAF:HAU TINGK.AT ll PE\1AL\1'L 

Menimha11g a. hahv.a ruang daerah pantai di Kabupale11 Daernh 11!:)-'Lli 

II Pemaiang rnernpakan kanmia Tuhan Yrmg Maha I· sa 

agar dapat dikelola dengan he, daya gun a da11 he, hast! 

grnrn perlu ad,mya perencanaan, pcllataan dan penge11dalian 

krhadap penguasaan, pemilikan, pe11ggu11aa11. pema11foat 

an dan pemeliharaannya guna mtncapai sebesa1-besarnva 

kemakmuran rakyat , 

b. bahwa pengdolaan sumbe1 daya a lam yang bt.:r aH·..:ka 

ragam di daratan, di lautan dan di udara perlu dilakuLrn 

secara terkoordinasi dan terpadu dengan sumber daya 

manusia dan swnber daya buatan dalam pola pemhangu11an 

yang berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang 

dalam satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis scr1a 

tetap (2) 
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tetap memdihara kelcstarian kenrnrnpuan lingkungan 

hidup ; 

c bahwa berda~arkan pertimbangan tersebut diatas 

dipandang perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Daerah 

Pc1ntai Kahupaten Daerah Tingkat II Pemalang denga11 

Peraturan Daerah. 

U11dang-u11dang Nomor 13 Tal1un 1950 kntang Pem-

bentuka11 Daerah-daerah Kahupaten dalam Lingkungan ._ 

Piopi11si Jawa Te11gahjuncto Peraturan Peme1intah Nomor 

12 Tahun 1450 tentang Pe11etapan Mulai Derlakunya 

\ l11da11g-unda11g Nomor 13 Tahun 1950 ; 

.2 lJ11dang-undang Nomor 5 Tahun I 9o0 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-pokok Agraria ( Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Talmn 1960 Nomor 104 Tambahan Lernharan 

Negara Republik llldonesia Nornor 2043 ) ; 

1 Undang-1111dang Nomor 5 Tahun 1967 tentang 

Kdentuan-ketentuan Pokok Kehutanan ( I embaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Non1t.H 8, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nnrnor 

2 823 ) ; 

-1. Undang-undang Nornor 11 Tahuu 1967 tentang Ketentuan­

ketentuan Pokok Pertarnbangan ( Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tamhahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 283 I ) ; 

5. lJndang-undang Nornor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan 

( Lembaran . . . . . . . . . . . . . . .. (3) 
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( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 

Nomor 65, Tambahan Lernbaran Negara Repuhlik In­
donesia Nornor 3046 ) ; 

6. lJndang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 
83, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia 
N omor 3 186 ) ; 

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindust1i­
au ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik In­
donesia Nomor 3274 ) ; 

8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan 

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 

Nomor 56, Tamhahan Lembaran Negara Republik In­
donesia Nomor 3299 ) ; 

9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya AJam Hayati dan Ekosistemnya ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Repub]ik Indonesia Nomor 
3419 ) ; 

10. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang 

Kepariwisataan ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3427 ) ; 

1 l. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda 

Cagar ...................... (4) 
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Cagar Budaya ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3470 ) ; 

12. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan 

Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3501 ) ; 

13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang ~ 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699 ) ; 

14. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintaban Daerab ( Lembaran Negara Republik In­

donesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3839 ) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 kntang 

Tata Cara Pengaturan Air ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun l 982 Nornor 37, Tarnbahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3225 ) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tabun 1982 tentang • 

Irigasi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3226 ) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang 

Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 

Nomor 37 ....................... (5) 
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Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo­

nesia Nomor 3293 ) ; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang 

Perlindungan Rutan ( Lembaran Negara Republik Indo­

nesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lemharan Negara 

Republik Indonesia Nomor 3294 ) ; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang 

Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang 

Pekerjaan Umum kepada Daerah ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1987 Nom01 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Iudonesia Nomor 3353 ) , 

20. Peraturan Pemedntah Nomor 6 Tahun 1988 tenta11g 

Koordinasi Kegiatan 1n~1ansi Vertikal di Daerah ( Lembar­

an Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor IO. 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No11Hll 

3373 ) ; 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1991 tentanµ 

Sungai ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu11 

1991 Noruor 44, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik 

Indonesia Nomor 3445 ) ; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun I 9q3 te11ta11g 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( Lembara11 

Negara RepubJik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3538 ) ; 

23. Peraturan .... 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor IO Tahun 1993 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang 

Benda Cagar Budaya ( Lembaran Negara Republik In­

donesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran 

Negara Repuhlik Indonesia Nomor 3516 ) ; 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang 

Penyerahan Sebagian Urnsan Pemerintahan Di Bidang 

Kehutanan kepada Daerah ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3769 ) : 

25. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang 

Pengdolaau Kawasan Lindung 

26. lnstruksi Presiden Nomor I Tahun 1976 tentaug 

Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan 

dengan Bidang Kehutanan. Pe11ambahan. Transmigrasi 

clan Peke1jaan Urnum ; 

27 .. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri 

Kehutanan dan Menteri Pekerjaan lJmum Nomor 19 

Tahun 1984, 059/Kpts-II/ 1984 dan 124/Kpts/ 1984 tentang 

Penanganan Konse1vasi Tanab Dalarn Rangka Penanganan 

Daerah Aliran Sungai ( DAS ) ; •-

28. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Ke-

hutanan 
Nomor 

082/Kpts-11/1984 

KB. 550/246/Kpts/4/l 984 
tentang 

Penyediaan Lahan Kawasan Hutan Pantai (Mangrove) 

untuk ........................ (7) 
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untuk Pengembangan lJsaha Budidaya Perikanan / Per­

tambakan) ; 

29. Keputusan Menteri Pe11anian Nomor : 681 /Kpt s/lJm/8/ 

1981 tentang Kriteria dan Tata Cara Pcnetapa11 Hutau 

Suaka Alam ; 

30. Keputusan Mente1i Kehutanan Nornor: 353/Kpts/11/1988 

tentang Penetapan Radius/jarak larangan penehangan 

pohon da1i Mata Air, Tepi Jurang, Waduk/Danau, Sungai 

dan Anak Sungai dalam Kawasan Hutan, Hutan Cadangan 

dan Hutan lainnya : 

31 Keputusan Mente1i Dalam Nege,i Nomor 84 Talum I 9(J; 

tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Dae,ah 

Perubahan; 

32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 148 Tahun 

1998 tentang Pedoman Penyusunan f>okoJ..-pokoh 

Reformasi Pembangunan Daerah ; 

33. Instruksi Menteri Pertanian Nomo1 837/Kpts/lJm/ I I. 

1980 tentang Kriteria dan Tata Cara P~11dapan I lutau 

Lindung ; 

34 J11struksi Mente,i Dalam Negcri Nomor 3-t Tahun I 9<i0 

tentang Pengelolaan Kawasan Li11du11g di Daerah , 

35. Pera tu ran Daerah Propinsi Oaerah Tin ghat I Jawa Te11gah 

Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pengelolaa11 Lingkungau 

llidup di P:ropinsi Daerah lingkat I Jawa Tengah ( Lembai­

an Daerah Propinsi Daerah Tjngkat I Jawa Teng.ah Tal11111 
1991 Nomor 9): 

36. Pcraturan . ( 8) 
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16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tmgkat I Jawa Tengah 

Nomor 8 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ( Lembar­

an Daerah Propinsi Qaerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 

1994 Nomor 3 ) ; 

37 Pcraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang 

Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil di Li11gku11ga11 Pemerintah Kabupaten Daerah 

Tingkat fl Pemalang ( Lembaran Daerah Kabupaten 

l>aerah Tingkat ll Tahun 1987 Nomor 14 ) ; 

~8. t>eraturan Uaerah Kahupaten Daerah Tingkat II Pemalang: 

Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan 

Kahupaten Daerah ·ringkat II Pemalang ( Lemharan 

l>aerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tahun I 996 

Nomor 4 ) . 

N Pcraturan Daerah Kahupaten Daerah Tingkat If Pemalang 

No111or 3 Tahun I q94 tentang Reucana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pernalang (l.embar­

an Oaerah Kahupaten Daerah Tingkat II Tahun 1997 

Nomor 9 ) : 

lkngan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah 

Tingkat II Pemalanb. 

MEMUTUSKAN ................... (9) 

t 
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MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH 
TINGKAT II PEMALANG TENTAN RENCANA TAlA 
RUANG DAERAH PANTAI KABUPATEN DAERAH 
TINGKAT II PEMALANG. 

BAB I 

KETENTlJAN UMllM 

Pasal I 

Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Ti11µJ.;J1 l I 

Pemalang ; 

b Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kahupaten Daei ah 
Ti11gkat II Pemalang ; 

c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala l>ae1 ah 
Tingkat lJ Pemalang ; 

d. Rencana Tata Ruang Daerah Pantai Kahupatt.:11 Daer ah 
Tingkat 11 Pemalang, yang selanjutuya disingh.at RT!~~ 
DP adalah rencaua yang herisi tentang araha11 kebijaksana -
an dan strategi pemanfaatan rnang daerah pantai yanµ. 
merupaka11 pedoman dalam penyusunan program 
pembangunan daerah pa11tai ; 

e. Ruang .................... ( IO) 
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e. '.luang adalab wadah yaug meliputi ruang daratan, ruang 

lautan dan ruang udarn sehagai satu kesatuan wilayah 
tempat P1anusia dan makhluk hidup lainnya dan melakuk­
an kegiatan serta memelihara kelangsungan bidupnya ; 

a Ruang acblah w~1juJ strnktm al dan pola pemanfaatan 

,:,rng baiK direricanakan maupun tidak ; 

Penau,rn Rua11:s adaiah proses peren,:ana:m tata rnang. 

;H:inanfoat,n1 ruang dati pengendalian pemanfaatan t 
rnm1g ; 

,!.m !,wt, kc Mah d,m1t meliputi hagian darntan yang 

;,: • ,(; dipc.:ngxuhi 1,kh sifat-sifat !aut_ sedangLm k-::aiah 

];mt me!lcakup bagi,m iaut yang masih dipcngarnhi olch 

pioses yaag t1:1jadi ai darat ; 

i~a,.as:m adr,hh V/1.,,:d-. dcng.an fungsi utama 1indwH! 

;Hau budidaya ·, 

Hutan adalah SlitaU !apangan pertumbuhan pohon yang 
se4.:ara keselurnhan merupakan persekutuan ilidup alam 
hayati beserta ;ingkungannya clan yang ditetapkan oleh '­
Pemerintah sebagai hutan ; 

I. Kawasan hutan adaiah wilayah-\vilayah te1tentu yang 
oleh Mentcri ditetapkan uutuk dipertahankan sebagai 

hutan : 

m. Kawasan ...................... (II) 
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m. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan 

fungsi utama melindungi ke1estarian 1ingkungan bidup 

yang mencakup sumber daya alam, sumber daya 

buatan ; 

n. Pengelolaan Kawasan Lindung adalah upaya penetapau, 

pe]estarian dan pengendalian pemanfaatan kawasa11 

lindung ; 

o. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan lmtan yaug 

memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindung 

an kepada kawasan sekitar maupun kawasan hawahannya 

sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi 

serta memelihara kesuburan tanah ; 

p. Kawasan resapan air adalah dacrah yang mempu11ya1 

kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujaH sehingg .. 

merupakan tempat pengisian air burni ( akuifer ) ya11r 

berguua sebagai sumber air ; 

q. Sempadan pantai adalah kawasan tenentu sepanjang pantai 

yang mempunyai manfaat penting untuk me111pe1taha11ka11 

kelesta1ian fungsi pantai ; 

r. Sempadan sungai adalal1 kawasan scpanjang ki1 i ka11an 

sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran mgas1 

primer yang mempunyai manfaat penti11g untuk 

mempe1tahankan ke1estarian fungsi sungai ; 

s. Kawasan pantai berhutan bakau ada]ah kavvasan pesisi1 

1aut yang merupakan habitat a1ami hutan bakau ( man­

grove yang berfungsi memberi perlindungan kepada 

perikehidupan ...................... ( 12) 
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perikehidupan pantai dan lautan ; 

t. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan 

dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar 

kondisi dan potensi !>umber daya alam, sumber daya 

manusia dan swnber daya buatan ; 

u. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyat 

kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber 

daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 

permukirnan perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, 

pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi ; 

v. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyat 

kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi 

kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, 

pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, 

pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi ; 

w Tanah Timbul adalah tambahan daratan di daerah pantai 

baik karena pengendapan, pertumbuhan terumbu karang, 

maupun karena proses tektonik. 

BAB D ...................... (13) 



     http://jdih.pemalangkab.go.id/     http://jdih.pemalangkab.go.id/

13 

BAB II 

ASAS, Tl/JUAN, SASARAN DAN FUNGSJ 

Bagian Pertama 

Asas 

Pasal 2 

la, RTR-DP berlandaskan pada asas manfaat, berdaya guna dan herhasil gu11a. 
terpadu, seimbang, keterhukaan, persamaan, keadilan, berkelanjutan dan 
perlindungan hukum. 

T1tjuan RTR-DP adalah 

Bagian Kedua 

Tujuan 

Pasal 3 

a. Merumuskan kehijaksa11aan pokok pemanfaatan ruang di dae, ah 
pantai ; 

b. Mengasilkan sualu rencana tat a ruang yang optimum dalam ar1i mernhc1ika11 
manfaat sebesar-sebesarnya untuk memenuhi kehutuhan masyarakat . 

.ai,, dengan tidak meninggalkan kaidah konservasi dan kelestarian alam ; 
c. memadukan program antar lnstansi dalam mengelola, menggali 

memanfaatkan, dan mengembangkan potensi daerah p~ntai ; 
d. menentukan arahan pemanfaatan daerah pantai dalam kaitannya dengan 

sistem pengembangan dan pemhangunan daerah. 

Bagi an ketiga ...................... ( 14) 
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Bagian Ketiga 

Sasaran 

Pasal 4 

Sa-.,aian RTR-DP adalah terciptanya pemanfaatan daerah pantai sesuai dengan 
pote11sinya guna membe,ikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyrakat 
d,111 letap terpeliharanya sumher daya a1am hayati clan ekosistemnya. 

h111gsi RTR-DP adalah : 

Ragian Keempat 

f'ungsi 

Pasal 5 

a. <..ehagai dasar hagi Pemerintah Oaerah memherikan arahan dalam 
pe11yusu11a11 program clan proyek pembangunan yang berkaitmi dengan 
pemanfaatan rnang di daerah pantai ; 

h sebagai dasar dalam pemberian rekomendasi pemaufaatan ruang daerah 
pantai. · 

BAB HI 

KFDlJl>lJKAN, WILAYAH DAN .JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

Pasal 6 

Kedudukan RTR-OP mempakan 

a. penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Pola Dasar 
Pembangunan Daerah ; 

b.dasar ...................... (15) 
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b. dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Lima 
Tahu.nan Daerah ; 

c. dasar Penyusunan Rencana Tata Ruang jenjang di bawahnya ; 

Pasal 7 

Wilayah perencanaan dalam RTR-DP adalab seluruh daerah pantai utara hingga 
.ii, jalan raya Tegal - Pemalang - Pekalongan yang secara administratif meliputi 

29 desa / kelurahan seluas 13 .400 Ha yang masuk di dalam Kecarnatan 
Pemalang, Taman, Petarukan. dan lJlujami. 

Pasal 8 

Jangka waktu RTR-DP adalah 10 (sepuluh) tahun dan setiap 5 (lima) tahun 
sekali dapat ditinjau kembali. 

BABIV 

STRlTKTUR TATA RUANG DAERAH PANTAI 

Bagian Pertama 

Tata Jenjang Pusat Pclayan:rn 

Pasal 9 

Pusat pelayanan daerah pantai adalah : 

a. Kecamatan Pemalang, di Kelurahan Sugihwaras ; 

b. Kecamatan Taman, di Desa Asemdoyong ; 

c. Kecamatan ...................... ( l 6) 
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c Kecamatan Petarukan di Desa l oning 
d Kccamatan Ulu_jami, di Desa Mojo 

H:igi,rn Kec.Jua 

Pt·ngemh:ing,in Daer,ih Pantai 

Pasal 10 

Pengembangan Daerah Pantai diarahkan untuk 
a Kawasan Lint.lung 
Ii !\.awasan hudidaya , 

C k,nvasan PenJesaau 
' 

d K awri '-HII Perkotaan. 

BAB V 

ALOKASI Pf:MANFAATAN RUA.NG 

Bagian Pertama 

Kawasan t.indung 

Pasal 11 

Kawasan lindung di daerah pantai meliputi 
a. Kawasan Perlindungan Setempat ; 
b. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya 
c. Kawasan Rawan Bencana. 

Pasal 12 ...................... ( 17) 
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Pasal 12 

Kawasan perlindu11ga11 setempat sebagaimana di111aks11d Pasal 11 hurnf a 

Pernturan Dacrah ini adalah : 

a Kawa-,an Sempadan Pantai meliputi daciah scpanjan tq1ia11 laul vang 

leharnya proposional dengan hentuk denp_an ko11disi fisik pantai 3L'.kura11g· 

kurangnya I 00 meter dari titik pasang teninggi kean:h darnt 

h Kawasan Se111pada11 Sungai 111elip11ti kavvasan st·kttrang-kw ane_n:,·a I 00 

meter di kiri kanan suHgai besar dan 50 m..:ter di kiri kctnan s1111gai kc~:i! 

yang di luar pennukiman, dan I 0-15 meter baµi da~rah vanµ sud ah tenbpat 

permukiman 

Pasal 13 

Kawasan Suaka Alam Jan Cagar Buda~a sd>agai111a11a di111aksud Pasal 11 

hut 11f h Pcrnturan Daerah ini adalah : 

a K;masan pantai beihutan hakau yang lebarnya minimal 200 meter dari 

?JII is air surut teren<lah kearah darat yang juga disebut jalur hUau y,mg 

terlctak di Kccamatan Petarnkan da11 l/lujami ; 

Ii Kavvasan i.'.agar budaya dan ilmu pengetahuan yang merupakan tempal 

serta ruang di sekitar bangunan bernilai hudaya tinggi, situs purbakala 

dan kawasan dengali hentukan geologi te1tentu yang mempuuyai manfaat 

tinggi utituk perkernhangan ilmu pen get ahuan yang terletak di Kecamatan 

Pemalang. 

Pasal 14 ...................... ( 18) 



     http://jdih.pemalangkab.go.id/     http://jdih.pemalangkab.go.id/
18 

Pasal 14 

Kawasan Rawan Bencana sehagaimana dimaksud Pasal I J hurnf c Peraturan 
Daerah ini ada1ah daerah rawan bencana hanjir di wilayah Kecamatan Petarnkan 
dan Ulujami. 

Bagian Kedua 

Kawasan Budidaya 

Pasal 15 

Ka\\ asan hudidava di daeiah pant ai 111cliputi 
a Lahan penanian . 

h I ahan perikanari : 

c Kawasan pe,industrian 

d Ka\\asan wi,.at a . 

c Kawasau pelahultan pendarntan ikan 

Pa'.'ial 16 

Laha11 Pe1ta11ian sehay.aimaua dirnaksud pasal 15 huruf a Peratunrn Daerah 
w1 meliputi 

a Pertanian ta11ama11 se111us1m lahan basah terletak di seluruh daerah 
pa111ai . 

b. Pert .111ian tanalllan se1m1s11n lahan kering terletak di seluruh daerab 
pa111ai ; 

c. Perkehunan pcnw111e11 / tanaman tahuna11 tcrletak di Kecamatan Petarukan 
da11 Ulujarni 

Pasal 17 ...................... ( 19) 
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Pasal 17 

Lahan perikanan sebagaimana dimaksud pasal 15 hurnf b Pt!rntman Daerah 
ini adalah Perikanan Tambak terletak disepanjang p,intai va11g berair payau 
di Kecamatan Pemalang, Tama11. Petarukan da11 I !luja,ni_ 

Pasal 18 

Ka\\asan Peri11dustrian Si..;lrngairnana dimabud pasal i S hurnf ~ P-:1atura11 
Daerah ini merupakan ka\,asan peri11dus11i.111 m1.:1;.:11gah dall be.-;ar )aug tcrktak 
di Keca111ata11 Pemala11g dan Taman 

Pasal 19 

Kawasan wisata sebag:aimana dimaksud pasal 15 huruf d Perarnran Daerah 
ini rneliputi : 

a. Taman wisata pantai tcrletak di Kecamatan l\:mal,rng, Taman. Petarukan 
dan lllujami ; 

b. Taman wisata budaya terletak di Kecamatan Pemalang dan Ulujami. 

Pasal 20 

--' Kawasan pelabuhan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pasal I 5 
huruf e Peraturan Daerah ini terletak di Kecamatan Pemalang, Tam.an dan 
(Jlujami. 

Bagian Ketiga ...................... (20) 
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Bagian Ketiga 

Kawasan Perkotaan dan Perdesaan 

Pasal 21 

(I) Kawasan Perkotaan terletak di tiap pusat ihukota Kecamatan 

(2) Kawasan Pe1desaa11 terletak di luar k,nvasa11 perkotaan. 

BAB VI 

PE:NGFLOLAAN TAN.\11 TIMfHlL 

Pasal 22 

(I) Tanah timbul dikuasai oleh neg.am 

(2) Pemanfaatan tanah timhul oleh masyarakat harus seizin Bupati Kepala 
Oae1al1 

H \R \'II 

PELAl~SAN.\AN RTR-OP 

Pa)ial 23 

Pe11y11-.1111a11 da11 lh:lak-.:111,1:111 p1og1a111 / pruyek di daerah pantai yang 
disde11gga1aka11 (lld1 111:--.tansi Per11crin1ah, S\vasta dan rnasy:irakat hams 
he,dasarkan pada pokok-pokok kebijaksauaan sehagaimana dimaksud 
BAB V Peraturan Daernh i11i 

Pa~al 24. (21) 
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Pasal 24 

Peta RTR-DP ska la I : 25 .000 dan peujelasannya tercantum pada Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 25 

RTR-DP bersifat terbuka untuk umum dan di tempatkan di Kantor Pemerintah 

) Daerah dan tcmpat-tempal ya11g. rnudah dilihat masyarakat 

Pas.ii 26 

Masyarakat herhak untuk mendapatkan infonnasi meng.enai IU R-DP seL:a, a 

cepat. tepat dan mudah 

RAB \'Ill 

Pt:MUINAAN DAN PENGENDALIAN RTRDI' 

Pasal 27 

(I) Pcmbi11aa11 dau Pcngcndalian dalarn raugka pcngelolaan RTR-I>P 1111111k 

, ) me11jami11 terciptanya tujuan dan sasaran seba!!aimana dimaksud dala111 

pa~al 3 dan 4 Perat111an l)aerah ini dilakukan oh·h B11pati 1.:.ep.ih 

Daerah. 

(2) Kderpaduan pelaksi1naa11 RTR-DP Jiko01di11asika11 oleh Bupati Kqrnl.t 

O,1crah. 

Pasal 28 . . (28) 
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Pasal 28 

(I) Pengendalian pembangunan fisik di daerah pantai dilakukan melalui 

kewenangan pe1iziuan yang ada pada instansi Pemerintah. 

(2) Penertihan dilakuka11 oleh Pemcrintah Dacrah berdasarkan atas RTR­

DP 

( 3) Pemantauan dan Pcncegahan scgala kegiatan pembangunan yang ber­

te11ta11ga11 de11ga11 Pcraturan Dacrah ini, menjadi wewenang dan tanggung 

iawah Camat setempat dan dalarn \vaktu selambat-larnbatnya 3 x 24 jam 

\Vajih melaporkan kepada Rupati Kepala Daerah. 

BAB IX 

PF.RllBAHAN RTR - OP 

Pasal 29 

(I) RTR-DP yang telah ditetapkan dapat diubah dan disesuaikan den_gan 

keadaan 

(2) Perubahan sehagaimana dimaksud ayat (I) Pasal ini ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

BAB X 

KET[NTUAN PIDANA 

Pasal 30 ...................... (23) 
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Pasal 30 

(I) Barang siapa melanggar ketentuan BAB V Peraturan Daerah ini dianu1m 

pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak­

banyaknya Rp. 5.000.000,00 ( lima juta rupiah ). 

(2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat ( 1) Pasal ini. ti11tiak 

pidana yang mengakibatkan perusakan dan atau pencemaran li11gku11gan 

hidup. diancam pidana sesuai dengan Peraturan penmdang-undangan yanµ 

) berlaku. 

BAB XI 

KETF.NTllAN PENYIDIK\N 

Pas:-tl 31 

Selain oleh pejahat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagc:i111an;, 

dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan ,d-. i, 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungau Perncrintah Daer ah ya1,1c-· 

pengangkatan. kewcnangan dan da)am menjalankan tug.as di1e1apka11 s--:su:11 

dengau Peraturan Pcrundang-undaugan yang berlaku 

BAB XII 

Kl(TENTllAN Pl<:RAI .I IIAl'i 

Pasal 32 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka 

a. Kegiatan . . . . .. (24) 
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a Kegiatan yang tel ah ada di daerah pantai berhutan hakau (mangrove) 

tetap dilaksanakan sepanjang tidak me11gganggu fungsinya. 

h Kegialan yang telah ada dan dinilai mengganggu fongsi kawasan pantai 

hcrhutan lrnkau (mangrove) dicegah perkcn1ba11gan11va dan secara hertahap 

dialihkan pada kawasan yang sesuai pcru11tuka11nya : 

K,:~1ata11 vang i erpaksn yanQ 111:.:ng:ilili tiwgsiLrn kc· !-I daerah pantai 

1),;J liutan h;ikan ( Mang_rn, e l di;1t111 ~csuai ,knga11 h·t..:11111a11 Perundanr-

1111d:111gan vang bcrlaku. 

RAH '\Ill 

KFTENTIJAN PENllTlf P 

Pasal 33 

I Lil h;ii ymi,l! hdum diatur dalam Pe1,u111a1, Daciah ini c1l-.a11 diatur lehih 

l:,niut okh l111pati Kepala Daerah sepanp111p._ 111t·11gena1 pL·L1ksan,111By,.1 

Pasal 34 

Sejak betlakunya Peratll!an Daerah i11i. maka segala kekntuan yang materinya 

her te111anga11 de11gan Pcraturan Daernh ini dinyatakan tidak berlaku 

Pas~11 35 

Pcratman Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempat;mnya dalam Lemharan Daerah 

Kabupaten ..................... (25) 
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Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang. 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN DAERAH 

TINGKAT ll PEMALANG 

Ketua, 

Cap. 
ttd. 

H. TARl\.fllDJI 

Ditetapkan di Pemalang 

pada tanggal I Juli l 999 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II 

PEMALANG 

C'ap 
ttd. 

Drs.H.MlfNIR 

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang 

Nomor : 12 Tanggal : 2 November 1999 
Seri : C Nomor : I 

Sekretaris Daerah Kabupaten Pema1ang 

Cap. 
ttd. 

Drs. H. MOELJONO 
Pembina Utama Muda 

NW. 500029622 

PENJELASAN .................... (l) 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG 
NOMOR 13 TAHUN 1999 

TENTANG 

RENCANA TATA RUANG DAERAH PANTAI 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG 

I. PEN.JELASAN lJMUM. 

Rencana Tata Ruang Daerah Pantai di Kabupaten Dacrnh Tingkat 

11 Pemalang merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang yang menyajikan arahan 

pemanfaatan lahan di daerah pantai berdasarkan kesesuaiannya terhadap 

kondisi biofisik dan sossial ekonomi. Disamping itu pu1a merupakan 

penjabaran dimensi Tata Ruang, po1a Dasar Pembaugunan Daerah Tingkat 

11 Pemalang serta mengacu pada Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi 

Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Oleh karena itu Rencana Tata Ruang 

Daerah Pantai Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalng diharapkan dapat 

digunakan sebagai acuan pemanfaataii lahan di daerah pantai, mengatur 

kebijaksanaan pembangunan serta penggunaan ruangnya. 

·· , Penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah Pantai ~ahupaten 

Daerah Ttngkat II Pemalang adalah dalam rangka penataan ruang yang 

lebih khusus dan terpadu untuk pemanfaatan sumber daya alam, sumber 

daya manusia, sumber daya buatan sekaligus sebagai modal bagi rencana 

sektoraJ. Dengan demikian sudah selayaknya bila perkembangan 

Pembangunan ....................... (2) 
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pembangunan daerah pantai di Wtlayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pema1ang 

dievatuasi, dikontrol dan dibina, dengan Rencana Tata Ruang Daerah Pantai 

sehingga terjadi keseimbangan antar sektor. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Rencana Tata 

Ruang Daerah Pantai Kabupaten Daerah Tmgkat II Pemalang perlu ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 

II. PEN.JELASAN PASAL DEMI PASAL. 

Pasal 1 s/d 6 

Pasal 7 

Pasal 8 s/d 12 

l'asal 13 huruf a 

Cukup Jelas. 

Yang tennasuk dalarn 29 Desa / kelurahan, 

yaitu Mulyoharjo, Kebondalem, Pelutan, 

Danasari, Widuri, Sugihwaras, Lawangrejo, 

Taman, Wanarejau, Beji, Kabunan, 

Kedungbanjar, Asemdoyong, Pegundan, 

Bulu, Tegalmlati, Loning, Klareyan, 

Kendaldoyong, Tasikrejo, Burnirejo, 

Kaliprau, Kertosari, Pamutih. Blendung. 

Ketapang, Limbangan, Mojo, Pesantren. 

Cukup Je]as 

Kecamatan Petarnka11 

Desa Loning, Klareyan dan Kendaldo­

yong. 

Kecamatan Ulujami 

Desa Tasikrejo, Kaliprau, Kertosari, 

Bleudung, Ketapang, Limhangan, Mojo, 

dan Pesantren. 

Pasal 13 ........................ (3) 
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Pasal 13 huruf b 

Pasal 14 

Pasal 15 

Pasal 16 huruf a dan b 

Pasal 16 huruf c 

Pasal 17 

Pasal 18 

I 

3 

Kelurahan Mulyoharjo, Kebonda]em, 
Pelutan, Sugihwaras, Desa Danasari, Wi<luri 
dan Lawangrejo. 

Kecamatan Petarukan 
Oesa Kendaldoyong. 

- Kecamatan Ulujami 
Desa Limbangan, Desa Mojo dan Desa 
Pesantren. 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Kecamatan Petarukan 
Desa Pegundan, Bulu, Tegalmlati, 
Loning, Klareyan dan Kendaldoyong. 

- Kecamatan Ulujami 
Desa Tasikrejo, Bumirejo, Kaliprau, 
Kertosari, Pamutih, Blendung, Ke­
tapang, Lirnbangan, Mojo dan Desa 
Pesantreu. 

Perikanan tarnbak yang dimaksud dalam 
Pasal ini tidak diperbolehkan berada di 
dalam kawasan lindung, suaka alam dan 
cagar budaya. Tambak yang telah ada di 
kawasan ini hams dikelola dengan teknik 
wanamina. 

Industri Menengah menggunakan UKL-

UPL ........................ (4) 
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Pas al 19 huruf a 

Pasal 19 huruf b 

Pasal 20 

4 

UPL, dan Industri Besar menggunakan 

Amdal. 

Kecarnatan Pernalang 

Kelurahan Sugibwaras, Desa Danasa,i, 

Widuri dan Lawangrejo 

Kecamatan Taman 

Desa Asemdoyong 

Kecamatan Pemalang 

Desa Widu1i dau Kelurahan Sugihwaras 

Kecamatan Taman 

Desa Asemdoyong 

Kecamatan Petarukan 

Desa Loning 

Kecamatan Ulujami 

Desa Blendu11g 

Kecamatan Pemalang 

Desa Lawangrejo 

Kecamatan Ulujami 

Desa Pesantren 

Kecamatan Pemalang 

Kelurahan Sugihwaras, Desa Widuri 

Kecamatan Taman 

Desa ........................ (5) 
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P:1sal 22 :,yat (I) 

rasal 22 a:yat (2) 

f'asaJ 23 s/d 35 

5 

Desa Asemdoyong. 

Kecamatan rnujami. 

Desa Ketapang, Desa Mojo. 

Cukup Jclas. 

Cu\...up Jelas. 

Tanah tirn!>ul yanr. -:udah dimilik1 harus 

herfungsi sdiagai kawasan li11du11g, pemilik 

berke,vajiban melaksanakan I ekomendas1 

),mg dihe:il,..an okh Bupati KtpalR Daerah 

Cukup Jt:lci:o. 

PENJELASAN .................... {I) 
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PENJELASAN 

PETA RENCANA TATA RUANG DAERAH PANTAI 

KABUPATEN DAERAH TJNGKAT II PEMAl,ANG 

SKA LA l : 25.000 

Pendahuluan 

Penyusunan tata ruang daerah pantai Pemalang be1tujuan untuk 

menghasilkan suatu rencana tata ruang yang optimum, dan dapat 

memberikan manfaat sebesar-besamya untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat Kegiatan ini dilakukan dengan ti'<lak meninggalkan prinsip­

prinsip konservasi dan kelestarian. Dengan demikian diharapkan setiap 

jenis penggunaan lahan di daerah pantai dapat herkemhang sesuai dengan 

fungsi dan kemampuannya. 

Secara lehih rinci tujuan dari penyusunan tata ruang daerah pantai 

iui adalah . (I) memanfaatkan serta memadukan program antar instansi 

terkait dalam mengelola, menggalL dan mendayagunakan sumber dayanya, 

( 2) menentukan arahan pemanfaatan fimgsi wilayah pantai dalam kaitannya 

dengan sistem pengembangan daerah pantai. 

Sasaran wilayah dalam penyusunan tata mang ini adalah selumh 

daerah pantai di Kabupaten Pemalang, yang mencakup seluruh desa 

(keluraban) sepanjang pantai dan atau desa di belakangnya apabila pengaruh 

pantai masih dijumpai hingga jalan raya Tegal-Pemalang-Pekalongan. 

Secara keseluruhan kawasan ini termasuk pada sabuk pemhangunan yang 

berkembang pesat. 

Metode ...................... (2) 
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Metode 

Metode yang digunakan dalam penyusunan tata ruang daerah 
pantai ini adalah dengan menggabungkan metode analisis kesesuaia11 lahan 
berdasarkan koudisi fisik 1ahan dan karakternya ( diperoleh dari Peta 

Geomorfologi/ Peta bentuk lahan ) dengan kondisi sosia1 ekonomi dan 
budaya masyarakat serta jenis penggunaan 1ahan yang ada ( dari Peta 

Penutup Laban ). Selain daripada itu juga memperhatikan rencana tata 
ruang wilayah yang sudah ada, berupa Rencana Detail Tata Ruang Kota 
(RDTRK). 

Peta-peta yang digunakan sebagai dasar penyusunan kegiatan ini 
dihasilkan me1a1ui kompilasi peta-peta yang sudah ada, sepe1ti Peta Rupa 
Bumi Indonesia berskala 1 : 25.000 (Tahun 1991), Peta Tanah Tinjau 
Karesidenan Pekalongan berskala 1 : 250. 000 ( dari Direktorat Agra1ia 

Jawa Tengah ), Peta Geologi herskala I : 100.000 ( dari Direktorat Geologi). 

Untuk memperoleh gambaran keadaan wilayah yang mendekati 
kondisi sekarang dilakukan interpretasi citra satelit Landsat TM (perekaman 
5 Agustus J 995 ), dan dilanjutkan dengan uji lapangan pada bulan 
Desember 1996. 

Diagram alir <la.lam penyusunan tata ruang daerah pantai ini, 
disajikan pada Gambar I, sedangkan persyaratan karakte1istik lahan hagi 

berhagai peruntukannya disajikan pada Tabel 1 dan Tahe1 2. 

Hasil analisis kesesuaian lahan tersebut digunakan sehagai salah 
satu pertimbangan di dalarn pemhuatau rekomeudasi, yang dihuat secara 
herjenjang, sehingga pada satu unit lahan dapat direkomeudasikan untuk 
herbagai penggunaan sesuai dcngan p1ioritas11ya. 
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Pemerian Satuan Pemetaan 

Dengan metode yang digunakan diperoleh kesesuaian lahan yang 
secara garis besar dihedakan menjadi 6 kelompok utama, yaitu 

A. Pertaoian 
8. Perikanan 
C. Permukiman 
D. Hutan 
E. lndustri 
F. Laban terbuka 

Satuan pemetaan yang digunakan pada kegiatan ini adalah satuan bentuk 
lahan karena pada prinsipnya setiap satuan bentuk lahan memiliki karakter 
yang homogen atau serupa. 

- Tanaman semusim lahan basah (A I) 

Daerah yang tepat dipertahankan untuk tanaman semusim lahan basah 
adalah yang pada saat ini berstatus sebagai sawah, membentang 
sepanjang jalur jalan utama hingga ke arah utara dimana pengaruh 
laut lebih dominan sehingga kegiatan ini tidak dapat dilakukan. Ke 
bagian selatan kawasan ini terhenti pada daerah yang memiliki lereng 
lebih besar, sehingga pertanian dengan irigasi teknis maupun setengah 
tek.nis sukar dilaksanakan. Wilayah ini memiliki areal yang cukup 

• luas, dan untuk Kabupaten Pemalang keseluruban merupakan daerah 
pertanian utama. 

Tanarnan sernusim lahan kering (A2) 

Daerah yang memilik.i kelerengan besar terutama pada bagian selatan 
atau wilayah yang tidak dapat diusahakan pertanian dengan irigasi 

direkomendasikan ................... (8) 
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direkomendasikan untuk pertanian tanaman semusim lahan keting. 

Di daerah penelitian kawasan ini mencakup Jebih kurang 6,5 % dari 

luas wilayah . 

- Perkebunan permanen (A3) 

Perkebunan permanen di daerah ini pada umumnya berupa tanaman 

tahunan pada Iahan kering yang sudah ada dan sudah berkembang 

cukup lama. Pada umumnya perkebwrnn ini bempa perkebunan kelapa 

yang diusahakan masyarakat (perkebunan rakyat) maupun perkebunan 1 

yang dikelola oleh perusahaau. 

- Perikanan Tarnbak A(B 1) 

Kegiatan perikanan tambak mencakup kawasan rawa pasang surut 

berair payau hingga asin di sepanjang pantai, dan selama ini telah di 

manfaatkan untuk kegiatan perikanan. Kawasan ini pada daerah tertentu 

ke arah darat dapat mencapai Jebar Jebih dari 3 km, namun pada 

beberapa ratus meter saja. Memperhatikan karakte1istik wilayah, maka 

kegiatan perikanan tambak ini mempunyai prospek yang baik apahila 

dilakukan secara intensif dan dikelola dengan baik. 

Daerah yang juga sangat berpotensi untuk perikanan tambak adalah 

rataan lumpur (muda flat) endapan barn yang pada umumnya rnasih 

merupakan lahan yang masih tebuka dan belum diusahakan. Wilayah 

ini berbatasan langsung dengan Jaut, sebagian masih terendam air 

laut, meskipun dernikian pada beberapa bagian telah dibuat sertifikat 

kepemilikannya. 

- Permukirnan kota (CI) 

Sebagai konsukuensi dari pe1tarnbahan pcnduduk dau yang terletak 

pada .................... (9) 
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pada jalur padat maka kota-kota kecamatan yang terletak di kawasan 
ini (Petarukan, Comal dan Ulujami) serta kota•kota yang lebih besar 
(Pemalang) berpotensi untuk berkembaug dau menjadi poJa 
permukiman kota yang berangkai. Pada beberapa tempat permukiman 
kota ini bermula dari a1ih fungsi lahan dari semula yang bernpa lahan 
pertanian. 

- Permukiman Desa (C2) 

Permukiman yang dicirikan dengan kegiatan utama berupa pcrta11ia11 
ini juga akan berkemhang sebagaimana daerah pennukima11 kota. 
Perkemhangan daerah permukiman desa cendenmg horizontal, tel api 
pada heberapa tempat peruhahan yang terjadi bercirikan dacrah 
perkotaan baru. Sebagaimana halnya dengan perrnukiman kot a. 
permuk.iman desa ini sebagian juga berasa) dari alih fungsi lalt,111 
pertanian, terutama sawah. 

- Hutan )ahan kering dan lahan basah (DI dan D2) 

Hutan yang dimaksud dalam pemeriau ioi adalah hutan sebagai 
sempadan sungai dan butan mangrove, yang kadang-kadang de11ga11 
jenis yang sama. Mangrove akan berfungsi sehagai penguat tanggul 
tambak daJi abrasi laut danjuga sebagai peneduh, dan tempat pemijah:-u1 
jenis udang te11-entu. Selain da1ijenis mangrovejuga dijumpai vegetasi 
lain sepe11i wedusan (ipomea percapre), waru (habiscus filiacrns) 
nip a (nypa fiuticaus ), beluntas ( Plucca inclica ), jeruju ( achantus ilififolius > 
dan wrakas (accrostichum aureum). Jenis•jenis ini berm.anfaat untuk 
memperkuat stabilitas pasir pantai, ada yang toleran terhadap air payau, 
dan sebagai indikator lingkungan. Khusus untuk mangrove di wiJayah 
pantai direkomendasikan dapat berupa jalur memanjang 

pantai ...................... (IO) 
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pantai, juga pada daerah delta dan kiri-kanan sungai. 

Pa sir Pantai terhuka dan rekreasi (F 1 dan F2) 

Pada beberapa kawasan yang berupa lahan terbuka ( pasir pantai 

seyogyanya tetap dapat dilestarikan, dalam arti kata tidak diperuntukkan 

bagi kegiatan lain. Hal ini karena herbagai kendala dan keterbatasan, 

sehingga untuk jalur hijau pun tidak dimungldnkan. Akan tetapi beherapa 

kawasan yang telah herkembang untuk obyek wisata (rekreasi) dapat 

lebih ditingkatkan, sementara itu pada beberapa kawasan juga punya 

potensi untuk dikemhangkan sebagai kawasan wisata pantai. 

SALINAN ...................... (I) 
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SALINAN 
PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIIN(;AH 

SURAT Kf~PUTlJSAN GlJBERNl!R .JAWA 'I ~:"IGAH 

NOMOR 188.3/l93/Jt)99 

TENTANG 

PENG~~SAHAN PF.RATURAN DAERAH KABlf PATEN DAER\tl TINGKAT II 

PEMALANG NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG RF.NCANA 
TATA RllANG DAERAH PANTAI KABIIPATEN 

Memhaca 

Mengingat 

Mcngiugat 

OAF.RAH TINGKAT H PFMALANG 

GllBF.RNl!R JAWA TFNGAII 

Surat Bupati Kepala Dae, ah Tingkat II Pemalang tanggal 

IO Agustus 1949 Nomor: 188 3;4999/1 H. perihal Pennoho11a11 

Pengesahan Peraturan Daerah beserta lampirnn-lampirannya 

,t bahwa setelah diadakan penelitian haik secara material 

maupun formal atas Peraturan Daerah Kabupaten Oaerah 

Tingkat lI Pemalang Nomor 13 Tahuu I q99 tentang 

Rencana Tata Ruang Daerah Pantai Kabupaten Daerah 

Tiugkat II Pemala11g beserta lampiran-lampirannnya dan 

tehth sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 34 TahWl 

1990 tentang Pengeclolaan Kawasan Lindung di 

Daerah ; 

b. bahwa setdah diadakan pcnyempurnaan sebagaimana 

mestinya, maka Peraturan Daerah tersebut dapat disetujui 

untuk disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur. 

I. Undang-undang Nomor 10 1:1hun 1950 tentang Pem­

bentukan Propinsi Jawa Tengah ; 

2. Undang-undang (2) 
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2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-pokok Agraria ( Lembaran Negara Republik 

bidonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lernbara11 

Negara Republik Indonesia Nomor 2043 ) ; 

3 Undang-ur.dang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan 

Pr:kok Pengelolaan Lingkungan Hidup ( I emkua11 Negara 

Republik fodonesia Tabm: 1982 Nomo1 12. Tamhaha11 

l ,embaran Negara RcepubliJ... fncJuncsia Nomo, 31 Xb ) ; 

4 ! lndang-undang Nomor 2-f T1h11n ! 992 1entang Peirntaan 

Ruanp, ( Lembaran Negan1 Republik liid(!llesia Ta!iu!l 

l 0 92 Nomo1 12, Tambahan I embarnn Negara Republik 

Indonesia Nomor 3293 ) ; 

S (!11.Jang-und,rng Repuulik Indont:sia Nornor 22 Talwn 

i 999 tentang Pemerint.ahan Oaerab ( Lemharan Negara 

Repuhlik Indonesia Tahun 1999 Nomor 6(). Tamhahan 

Lemharan Ne[':arn Repuhlik Indonesia Nomor 3834 ) : 

6 Pei atunm Pemcri11tah Nomor 14 Tahun 1987 tentang 

Penyerahan Sehagian llrnsan Pernerint<1han di Bidang 

Pekerjaan lJmum Kepada Daerah ( I emharan Negara 

Rcpuhlik Indonesia Tahun I 967 Nomor 25. Tambahan 

Lemharan Negara Repuhlik Indonesia Nomor 3353 ) ; 

7 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang 

Analisa M1.,•ngenai Dampak Lingkw1gan ( Lemharnn Negara 

R epublik Indonesia Tahun 1991 Nomor 84, Tambahan 

Lcmharan Negara Republik Indonesia Nomor 3438 ) : 

8. Keputusan . .. .. .. . ........ (3) 
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l\h:11etapkau 

Pl<.:RTAMA 

KEDllA 

.1 

8. Keputusan Presider: Nomor 32 Talmo 1990 tt-ntang 

Pengelolaan Kavvasau f ,indung ; 

Y. Keputusan Menteri Dalam Ncg~ri 84 Tahun I l)QJ tentang 

Bentuk Pernturan Oaerah dan Peraturan Daerah 

Pernhahan : 

Io Peraturan Daerah Prnpinsi Daccrnh Tingkat I .lima Ieng.ah 

Nomor 8 Tahun l 992 ,c11ta11g Re11cat1a Tata Ruanµ. Wilayal1 

Prnpinsi I )aernh ringkat f .lawa Tu1gal1 ( I e111harnn i )a-:1ah 

Propillsi Dat.::1 .. h l!IH.,Kat r J;ma Tc,iµ.a!• lah:111 i 'J-, ! 

Nomo, i) 

M F'.M llTl!SKAN 

Mengesahkan Peraturan Daerah Kab11paten Dae, ah 

Tingkat II Pemalang Nomor 13 Tabun 1999 tentang 

Rencana Tata Ruang Daerah Pantai Kahupa!en Daerah 

Tingkat II Pemalang. 

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap 

kan 
Ditetapkan di S em a r a n g 

pada tanggal 25 Oktober 1999 

WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH 
BTDANG nI 

ttd. 
Ir. MULYADI WIDODO 

SA LINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 

I. Menteri Dalam Negeri Cq. Sekjen Depdagri ~ 

2. Bupati ...................... (4) 
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2 Bupati Pemalang , 

Ketua !WRO Kahupaten Penialan~ ; 
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IRu~·R oi I RUTR Kee.! Citra Peta Top Daerah Olm! Aturan 

\ Plotting 

I 
I 

lnterprestasi 

Bentuk lahan 

Karakter lahan 

(tabel) 

Plotting 

I 

Kesesuaian lahan I 
(tabel) , 

Penutup 

/ Lahau (Peta - I 
1 1abd) I 

i RENCANA PENGEMBANGAN 

DAERAH PANTAI 

Angka i Perundang-

undangan 

Kriteria. 

Syarat 
Peruntukan 

Kondisi \ 
Sos - Ek! 

i 
Bud. I 

Gambar l. Diagram Ahr Penelitian Penyusunan Rencana Pengembangan Daerah Pantai 
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---~ew_s_~~:-1_n_n_1k--a-r-1--,-l_r_e_h_e_f_,1rI-e-re_n_g-.--so_l_u_m--.-t_e_ks_tu_r_,_\I_P_H--,-I_K __ w_al_l_,-lrK-_wa ___ n __ r-.l-B-an-~1-r-.-1·-E-r-o-s1-.~1!

1

A_b_r_as_1-r,-L-o_n_g __ ,j_A_kr_e_s_i.---S-y-ar-at_Kh_us_us---,l 

tas ; utas sor I 
I I • . • 

1 --- I . I I I ! I ! 
r ... l ,a1Purnrn ;emusrm I t-1 lb dl f-s 11 a-n . t I i t 1' et at 1· lt ·1• kr-kb 

-~~:_·'.ll bas,,h I ! I ! ! I l 

A.2 TanJuHm aemu= ! I I II d1 1-s I, - ! t t tr at JI It 
I 

I kr-kb 
iahan kenng \ i' 

1
i I: 

·~~--~··-----·---+----+----+---1-----+-----,l----+----+----+----II----+' ----1'.----+---------1 

! - ! t t ts I at lr I 
A 3 PerKebunan Per-

man,:,11 tanaman 
tabunan 

a-b sd I-s 
I I ! ,-----------+----+----t---+-----+---+----+----+----+---+----+----+----+---------; 

• ti i ~:::~
1
~-dat11 \ t ia dl 1-s n I ap b t et j at i It I 

i ··-------------·-- ---+-'• ----1---+----+----+---+----+----1---+-----+----+I ----11---+---------1 

: ~--~--! ~m~ak - pr_a1_n_-+i __ , ___ 1_a ___ d_1 ___ 1_-s ___ n ___ a_-+ __ b ___ t_, -+--e_t_-+-_a_t_+l __ I_t ___ k_t_+---------; 
! ! 

:. t-1 Ia-II sd - l a-n i t b t et at I 
i i ' 

It kt-kr 

:·;::-:-,-l~m~;luman kota I 
' •ian l 11s1 lita,; pe- I 

t-1 la-II I - I b et at 

I 
[t kt 

\1llI1Jang; : 
1-·-------·-··---··-----+----+----l---+----+---+-----+----+----l---+-----+----+----l----------1 

C'.2 _:'erm1~k;_°_1~ __ d_e __ s_a_,,\_t_-_1 __ 1_a_-_11__, __ -_ _,,, __ - _ _,__·_,_._' ___ b ___ i ____ e_t_,,__a_t ___ I_t_,,__k_t_...,_, _______ _, 

/ D l Hcitan lahan 
k.enng 

I I Sempadan mata air 
b-m - - - - t - t - - - kt (50g) 

I 
I Sempadan Sungai 

150g) 
----··----------+----+---+-----+----+---+----+----+---+----+----+----1---+----'-------1 

t,.;,,3!! I 
·. ba~ .. ai. I ! pa 

Sempadan 
! 130xbed;. 

pantai 
pasang 

d 2 Hu1,1,, lah;n~ I 
------ ·- I ,-

It kr-kb 

sunn terbesar 1· 

bedumpur 
.----~ -~-'8:'~ _!'::_<i).'a~- t - dl s-c n p b • I 

... B,;, '',L' 'a war t t - t 1

1 

Sempadan sunga1 

--- ---~~-"~-~-a_u __ +-----+----+---1----+----1---+----+----+--'---+----+1 ----1---+-rs_o_s_l _____ --1 

! et at I ':,. i indusm lb I-s n b It Daya du.kung tanah 
temadap koo.struksi 
bai.l.;. ak.sesibilitas 
terhadap sarana 
transportas1 unggi, 

Jauh clan kmsentrasi 
penJuduk 

I i i I 
•·;; ;··1:,~~'~:.r,;·~ah-an---+--_ --+-----11-----+--_---1!1---_-+---_--il-----+-l-1--.;--_ --+-a-t--11--l-t-+---_--+----------1 

l , : ga.,ao 
1 

! ! i 

I 
---·--------+----+----t---+----+---r---+----+----+---1----+----+----+---------1 

· E.3 Pelabu.han la b et at It kt Kedalaman 
I 

, Pasi1 1;;:ntai 
terbu1ca 

t-1 Ia,Ib 

Tinggi gelombang 
Kecepatan arus 
Beda pa.sang sunn 

Indah menarik. 
spesifik. terjangkau 

i dari krui. dimlmgkin-

1 

I · kan fastlitas transp<Tl-

... ----- _____ ----~---1'----~---'-1, __ __._l ___ :'-----'----'1'--__ .._ __ ...Jl'----.L.....---'-----'--~l-:_m_·'.1311 ___ a_rr_~_ds_n:_:_

1

= _ _. 
:<.eiJ e~' Lereng : 

Da~~! !a ;..._ 0-1 °10 

. - 1a,1J.:,i lb - l-3 % 

0".:l n;11to:,J,,k\ II .:.= 3 - 8 °A> 
bur\:,,J·.,-.bang III= 8 - 15 % 

IV -- 15 - 25 % 

V - 25 - 40 % 
VI=>40% 

Solum tanah 

dk =, 25 Cm 

sd = 25 - 60 Cm 

ad= 60 - 90 Cm 

dl = > 90 Cm 

Tekstu1 tanah pH Tanah 

s - pasir a = asam 

sl = geluh berpasir n = netral 
I ~ geluh b = basa 

c = lempung 

Kwalitas arr 

t = tawar 

ap = agak payau 

p = payau 

a= asmg 

Kwantltas arr 

b = baik 

ab = agak baik 
s = sedang 

k = kUiang 
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Tabel 1. karakteristik Lahan Di daerah Pantai Pemalang 

Karaktensnk Lahan 

No. Satuan Bentuk Lahan i Topografi I Tanab I Hidrologi i . .\ncaman Bencana Alam 
l 

I 
tekstur I pH 

K IK I I i : I • 
lereng i sol um 

wa- wan- .. . , . , . , 
relief . . BanJu \ Erosi 

1
Abrasi 1Longsor\AkreS1 · 

I litas I titas , i 
1 

. : 
i j I I i 1 

Bentukan Asal Flavia} 
\ 

--i 
I 

l. Dataran Aluvial (Fl) lb dl m b et at It kt 

' I Data1an banjir (f7 1 la di el a p b s et at It kt l -· 
3. Tanggul alam (F8) lb dl s m ab-b ¢t at It kt 

4. Lodok tlavial (F9) I t Ia di el a ap b k et at It kt 
I 

I 

5 lqu delta (Fl 8 l I 1 lb di sl b et at It lcr-kb! I ill ap 

Bentukan .1\sal Hana 

6. Gisik (M3) i t I la dk m ap b et at It kb 

Beting gisik (bura1 (M4\ I 
-, 

t- I I lb di sl ill ap b et at It kr-kbi '· 
i 

8. Rataan pasang sUJut I 

bervegetasi (M9 J la di sl I b et at-ab It kr-kb\ a-ml p 

9. Rataan pasang surut tak I 
I 

bervegetasi (M 10) la di e-l a-mi p b et at It kt 
I 
i 

JO. Dataian aluvial pantai I 
I 

payau (Ml l) Ia dl el a-m1 p b et at 11 kt 

11. Dataian aluvial panta1 

I a-ml tawar (M12) t Ia dl sl-1 ap b et at lt kt 

12. Rataan lumpurlaud tlat 
I 

(M22) [a ill el-e a a b et at lt \cr-kb! 

13. Depresi antar betmg 
gisik (M6) la dl sJ a-m ap-pl b et i at lt kt 


